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PENDAHULUAN

Metode belajar jarak jauh yang diselenggarakan oleh UT, pada saat
ini masih menggunakan modul sebagai bahan belajar pokok
mahasiswa, sehingga kualitas modul sangat menentukan hasil proses
belajar mengajar di UT. Kualitas modul dapat ditinjau dari

1. materi

2. penyajian

Mengingat modul modul UT. sebagian besar dibuat oleh dosen dosen
senior yang ahli dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri di
Indonesia, jelas kiranya bahwa kualitas materinya dapat memenuhi,
tetapi apakah penyajiannya sesuai dengan sistem belajar Jarak
jauh ( SBJJ ) atau sudah tepat dalam arti mudah untuk dipahami
oleh pembaca masih perlu untuk dipertanyakan.

Melihat hal tersebut perlu dilakukan penelitian pengembangan
materi bahan belajar berupa pengkajian terhadap penyajian materi
modul khususnya mata kuliah PIH / PTHI apakah keseluruhan konsep
yang disajikan dalam modul tersebut dapat dipahami oleh

mahasiswa.

Penguasaan modul PIH/PTHI disambing tergantung pada kemampuan

mahasiswanya juga dipengaruhi 6leh penyampaian konsep tersebut ke

dalam modul , karena di UT memakai metode belajar mandiri maka
faktor yang terakhir 1itulah yang harus dilakukan pengkajian
meliputi

1. apakah kegiatan belajar mengajar melalui modul 1ini sudah

dapat memenuhi sistem belajar jarak Jjauh.

2. apakah penyampaian modul sudah disusun berdasarkan SBJJ.
apakah setiap materi uraian kegiatan belajar dapat difahami
oleh mahasiswa.

4., apakah penje1asan konsep konsep yang ada

dalam modul dapat dipahami oleh mahasiswa.

Modul merupakan salah satu bahan materi pokok mahasiswa, sehingga
materi didalam modul harus sudah mencakup materi inti dari mata
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kuliah tersebut dan dikembangkan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok
Universitas. Penyajian konsep konsep materi modul harus mudah
untuk dipahami oleh mahasiswa / pembaca , mengingat mahasiswa

dituntut untuk belajar secara mandiri.

Karena modul merupakan sarana belajar ( bahan kuliah ) yang
diprogramkan untuk dipakai belajar secara mandiri ( self
instruksional ) maka penyajiannya harus sesuai dengan sistem

belajar jarak jauh ( pahduan penulisan modul, FISIP UT )

Melalui media 1ini pula penulis 1ingin mendapatkan feed back
terhadap materi modul PIH / PTHI guna pengembangan modul ini

sejanjutnya.
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LANDASAN TEORITIS

Keberhasilan suatu pendidikan banyak dipengaruhi oleh 3
faktor yang saling mempengaruhi , Tyler mengemukakan bahwa faktor
faktor tersebut meliputi

- tujuan pendidikan

- pelaksanaan proses belajar

- penilaian ( evaluasi hasil belajar )
ketiga komponen tersebut saling berinteraksi membentuk suatu pola

yang sistematis
/‘\
)

TUJUAN

PENILAIAN
( evaluasi )

PELAKSANAAN PROSES |
BELAJAR

dari ragaan diatas terlihat keterkaitan timbal balik antara
ketiga komponen tersebut, tujuan pendidikan memberikan arahan dan
pola pola tertentu yang harus dilaksanakan dalam proses belajar,
demikian pula tujuan membentuk alat alat dan standard evaluasi ,
sebagai masukan bagi desicion maker. Proses belajar merupakan
sarana atau tempat berlangsungnya pendidikan secara keseluruhan
,berawal dan diarahkan oleh tujuan pendidikan dan dilihat
hasilnya oleh evaluasi pendidikan . Evaluasi merupakan parameter
terhadap keberhasilan proses belajar dan sebagai input dalam
menetapkan tujuan selanjutnya. Demikian seterusnya sehingga
ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem yang saling
berhubungan.

Pendidikan mencakup berbagai faktor membentuk suatu sistem
terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, kondisi
tersebut secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut
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Ragaan diatas mencerminkan kondisi kondisi yang dapat
dipergunakan sebagai model dalam peningkatan mutu pendidikan (
DEPDIKBUD ) . Proses belajar mengajar sebagai titik sentral
peningkatan mutu pendidikan merupakan pusat interaksi dari sub
sistem sub sistem , kondisi masukan meliputi sumber daya dana ,
materi dan manusia memberikan pengaruh yang sangat berarti
terhadap Jjalannya proses belajar mengajar, demikian pula profil
dari siswa ikut andil dalam keberhasilan proses belajar mengajar.
Keberhasilan proses belajar mengajar yang ditunjukkan oleh
kondisi keluaran ( out put ) , sekaligus sebagai umpan balik bagi
kondisi kondisi masukan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki
proses belajar selanjutnya. ]

Tujuan pendidikan merupakan salah satu kondisi masukan
yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum, kurikulum mencakup tujuan
kurikuler suatu pendidikan . Tujuan kurikuler pendidikan
dioperasionalisasi oleh tujuan instruksional, dimaksudkan agar
tujuan kurikuler dapat dipilah menjadi tujuan tujuan yang
bersifat lebih khusus ( spesifik ).

Tujuan Instruksional dipilah menjadi

a. tujuan instruksional umum
merupakan suatu tujuan yang menggaharapkan agar siswa
dapat mempelajari suatu bagian ilmu pengetahuan.

b. tujuan instruksional khusus
Penjabaran tujuan instruksional yang mencerminkan

tahapan tujuan instruksional umum secara khusus.

Pengembangan program pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan



pendidikan yang dikemukakan oleh BLOMM mencakup beberapa ranaE :

1. Cognitif Domain , berkenaan dengan proses berfikir , meliputi
kemampuan mengingat, memahami, menerangkan, menganalisa,
mensintesa dan mengevaluasi .

2. Psychomotoric domain, berkenaan dengan keterampilan panca
indera, kemampuan melakukan suatu gerakan, merangkaikan
gerakan, melakukan gerakan dengan tepat dan wajar.

3. Affective domain, berkenaan dengan hati nurani , kemampuan
bersikap. '

Dalam pendidikan secara tatap muka tujuan kurikuler dapat
dikembangkan oleh pengajar pada saat memberikan pendidikan (
berlangsungnya proses belajar mengajarnya ), sedangkan di
Universitas Terbuka yang menggunakan sistem belajar Jjarak Jjauh
tujuan kurikuler mencakup tujuan instruksional khusus dan tujuan
instruksional umum dikembangkan oleh penulis modul dan
dicantumkan pada setiap modul, dengan demikian mahasiswa dapat
_mengetahui maksud dan tujuan pendidikan tersebut.

Tujuan 1instruksional disamping merupakan tujuan suatu
pendidikan juga berfungsi sebagai kriteria ( parameter ) untuk
mengukur keberhasilan suatu kegiatan instruksional melalui
evaluasi. Evaluasi pendidikan meliputi :

a. evaluasi mahasiswa ' .
b. evaluasi pengajar ;
c. evaluasi proses belajar. .
Ketiga evaluasi tersebut merupakan sarana sebagai kontrol
pelaksanaan pendidikan secara komprhehensif.
Evaluasi mahasiswa pada umumnya dibedakan menjadi :
1. test formatif
2. test sumatif
hingga saat 1ini Universitas mengembangkan tes sumatif sebagai
salah satu alat evaluasi keberhasilan mahasiswa, sehingga tes ini
harus mendapatkan perhatian yang khusus sehingga diharapkan dapat
mempertahankan Jjuga menaikkan kualitas 1lulusan, hasil tes ini
merupakan salah satu alat yang dapat dipakai sebagai monitoring
mutu tersebut.
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TUJUAN PENELITIAN

pPenelitian 1ini secara umum bertujuan untuk melakukan pengkajian
modul PIH/PTHI apakah seluruh konsep yang tertuang dalam modul

dapat dipahami oleh mahasiswa.

KHUSUS
Penelitian ini berusaha untuk mengetahui
1. Konsep atau bagian manakah yang dirasakan sulit
dipahami oleh mahasiswa.

apakah penulisan modul sudah sesuai de- ngan sistem

N

belajar jarak jauh.

METODE PENELITIAN

Penelitian 1ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, termasuk

>

dalam Jjenis penelitian diskriptif, sebagai bahan dalam revisi

bahan belajar ( modul )
VARIABEL

variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat
adalah materi (modul) PIH PTHI sedangkan variabel bebasnya adalah
nilai / hasilnya ujian mahasiswa dengan variabel antara Panduan
Penulisan Modul melalui SBJJ.

HIPOTESA Penulis menarik suatu hipotesa bahwa
apabila lebih dari 50 % mahasiswa menjawab
salah terhadap suatu soal, ada kemungkina
terjadinya.

- kesulitan pemahaman mahasiswa terhadap
materi yang ada di dalam modul, yang dise
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babkan oleh kekurang jelasan penyampaian

suatu konsep di dalam modul.

POPULASI Populasi dari penelitian ini meliputi hasil
SAMPEL ujian mahasiswa mata kuliah PIH PTHI serta
modul PIH PTHI.

METODE PENARIKAN SAMPEL
Metode penérikan / pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan teknik area
sampling yaitu dengan jalan penentuan soal
soal wuntuk masa ujian 89.1 dan 89.2 yang
50% atau lebih dari peserta ujian menjawab

salah.

TEKNIS PENELITIAN

Téhap pertama membuat parameter penelitian
dari hasil ujian mahasiswa dengan*
mengklasifikasikan antara yang mudah,sedang
dan kurang dipahami oleh mahasiswa,
selanjutnya méngambil soal soal yang kurang
dipahami ( 75% lebih mahasiswa menjawab
salah ) untuk dilihat kualitas soalnya
dalam analisi item, apabila kualitasnya
baik selanjutnya dilihat dalam materi
modulnya apakah penyajian konsepnya mudah
untuk dipahami ( dengan patokan panduan
penulisan modul dengan SBJJ ), lalu
dilakukan analisa.
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ANALISA DATA

Analisa data dilakukan baik secara kualitatif maupun
kuantitatif, data data yang dilakukan analisa antara lain :

1. hasil analisis item

2. nilai ujian mahasiswa masa ujian 89.1 dan 89.2

3. soal soal ujian masa uji 89.1 dan 89.2

4. modul PIH dan PTHI.
Data data sekunder yang diambil di lapangan didasarkan pemikiran
bahwa kesenjangan antara mahasiswa dan dosen yang disebabkan
karena keterbatasan ruang, interaksi dan fasilitas fasilitas
lainnya sebagai pendukung sistem belajar jarak jauh, dengan
adanya keterbatasan keterbatasan tersebut sulit kiranya dosen
untuk memantau proses belajar mengajarnya, dari pengalaman 1ini
peneliti menggunakan data data diatas untuk memantau kegiatan
proses belajar mengajar di FISIP khususnya untuk mata kuliah PIH
/ PTHI. ketiadaan tatap muka secara langsung mengakibatkan
kesulitan bagi dosen sistem belajar jarak Jjauh untuk memantau
proses belajar mengajarnya. Sebagai upaya tersebut peneliti
mengambil langkah langkah untuk melakukan pengkajian bahan
belajar ( modul ) melalui hasil evaluasi belajar mahasiswa.

»

Tahap tahap penganalisaan data meliputi :

a. mengelompokkan prosentase nilai mahasiswa untuk masa ujian
89.1 dan 89.2 untuk melihat distribusi nilai nilai tersebut.

b. tahap kedua memilih soal soal yang dijawab salah oleh lebih
dari 50 % sampel mahasiswa yang mengikuti ujian ( P , 0.500 )

c. dari hasil analisa tahap diatas dipilih soal soal yang baik ,
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Universitas Ter-
buka, antara lain

c.1. soal soal yang mempunyai Rsbis > 0.200 ( daya beda butir
soal ) yang menunjukkan perbandingan antara amahasiswa yang
menjawab benar pada kelompok atas ( pandai ) dengan maha-
siswa yansg berada pada kelompok bawah ( kurang pandai ) .

c.2. Rbis kunci jawaban positif dan > 0.200 dan lebih besar dari.
R bis distraktor.

d. hasil analisa tahap ketiga dilihat dan dikelompkkan apakah
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distraktor dapat berfungsi dengan_baik yaitu dipilih oleh

«
.

eSS

kurang lebih 5 % responden.
ANALISA SECARA KUALITATIF

sumber sumber data yang telah dianalisa secara kuantitatif

merupakan bahan utama untuk penganalisaan lebih lanjut

berdasarkan pada kriteria kualitatif mencakup

1. melihat apakah sumber materi soal sesuai atau ada di dalam
modul ( content validity ) atau tidak. hal ini dipakai pato-
kan bahwa ‘
sumber utama bahan belajar adalah modul sehingga evaluasi
pemahaman bahan belajar didasarkan pada kemampuan menguasai
modul tersebut dan alat alat evaluasinyapun harus sesuai
denga tujuan instruksional yang ada.

2. melihat apakah stem soal sudah sesuai dengan konstruksi pem-
buatan soal yang baik ( format validity ).

3. setelah kedua tahap tersebut melihat pada konsep konsep Yyang
terdapat dalam modul disesuaikan dengan pokok pokok bahasan
yang dirasa sulit dipahami berdasrkan analisi sumber sumber
data terdahulu.

a. ANALISA SECARA KUANTITATIF mencakup beberapa tahap

a.1. Mengelompokkan prosentase nilai mahasiswa untuk masa ujian
89.1 dan 89.2, hal ini diperlukan untuk melihat distribusi (
penyebaran ) nilai mahasiswa, hal tersebut dapat kita lihat
pada tabel
Masa ujian 8%.1

e e . — ————————— — T —————_— —— ——————— —_———— —— " —— —— f— ——— T — — —{—— o e o S

e e o — — ————— —————————— ————_—— ———————— — ———— o — o~ ————_— G T — —— " -

jum. Maha- |
t
1

siswa 89.1 338
jum. Maha- | ' ' ' .
siswa 89.2 ! 1 ' 48 ' 191 ! 576 ! 164

sumber : Pusat Pengujian UT. FEB.1980



JUMLAH MAHASEWA
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PERBANDINGAN NILAI MAHASISWA

7
1

" Penilaian diatas dilakukan berdasarkan katagori penilaian (

grade ) I standard penilaian UT. Dari data tersebut
terlihat bahwa pada maswa ujian 89.1 terdapat 71.39 %
mendapatkan nilai kurang ( D kebawah ) dan 28.6 %
mendapatkan nilai sedang keatas ( c keatas ) .

Untuk masa ujian 89.2 terdapat 77.83 % mahasiswa mendapatkan
nilai kurang , dan 22.2 % mendapatka nilai sedang keatas.
Dilihat dari proporsi nilai tersebut terdapat ketidak
seimbangan distribusi nilai dari kedua masa ujian tersebut
masih terdapat 70 % lebih mahasiswa mendapatkan nilai
kurang. Prosentase tertinggi masih terdapat pada nilai D
kurang lebih 60 % dan nilai E kurang lebih 15 %, sedangkan
yang mendapat nilai baik A tidak ada 1 % , nilai B kurang
dari 2 %. dari data tersebut dapat saya trik kesimpulan
sementara bahwa kurang lebih 75 % mahasiswa untuk masa ujian
89.1 dan 89.2 mendapatkan nilai kurang dengan demikian,
hampir 75 % mahasaswa tidak menguasai benar modul PIH / PTHI

Tahap kedua memilih soal soal yang dijawab salah oleh lebih
dari 50 % mahasiswa, melalui data analisis item
dikelompokkan soal soal yang mempunyai niali P < 0.500.

TAHAP 11 ( kedua )

SOAL YANG MEMPUNYAI P < 0.500

10



JUMALAH SAMPEL 538
SD : 5.90

KR-20 : +0.665
MASA UJIAN 89.1

NO NO SOAL MODUL KB J.KEMAMP. Q RBIS KET
1 2 1 c2 0.695 +0.237
2 3 1 Cc3 0.911 +0.181
3 4 1 C6 0.862 -0.192
4 5 2 C3 0.528 +0.405
5 7 2 C3 0.615 +0.227
6 8 3 Cc2 0.582 -0.107
7 9 3 Cc2 0.554 +0.356
8 10 3 Cc2 0.621 +0.363
9 11 3 Cc2 0.732 +0.147

10 12 4 C1 0.368 +0.205

11 13 4 Cc2 0.803 +0.195

12 18 5 c2 0.600 +0.281

13 20 5 0.437 +0.424

14 22 6 C2 0.602 +0.273

16 23 6 Cc2 0.664 +0.200

16 24 6 C3 0.723 +0.234

17 26 7 c2 0.526 +0.132 .

18 217 7 C6 0.721 +0.164

19 28 7 C4 0.697 +0.3056

20 30 7 c2 0.556 +0.286

21 31 8 Cc2 0.796 +0.156

22 32 8 C3 0.861 -0.144

23 35 9 c2 0.626 +0.359

24 37 S C1 0.658 +0.334

25 38 9 Cc2 0.914 +0.271

26 39 3 0.965 +0.110

27 40 1 C2 0.762 +0.020

28 42 2 C2 0.686 +0.058

29 43 3 C3 0.612 +0.119

30 44 4 C1 0.619 +0.253

31 45 5 C4 0.742 +0.054

32 46 5 Cc2 0.665 +0.042

33 417 6 C5 0.911 +0.153

11



NO NO SOAL MODUL KB J . KEMAMP. Q RBIS KET
34 50 8 C4 0.587 ' 40.093
35 51 9 C4 0.699 +0.117
36 - 53 2 Cc2 0.526 +0.207
37 54 3 C6 0.786 +0.151
38 55 4 Cc2 0.710 +0.114
33 57 6 Cc2 0.907 +0.144
40 58 5 C4 0.504 +0.108
41 59 7 c2 0.528 +0.434

SOAL YANG MEMPUNYAI P < 0.500
JUMLAH SAMPEL 948

SD : 5.42

KR-20 : +0.569

MASA UJIAN 89.2

NO NO SOAL MODUL KB J.KEMAMP. Q RBIS  KET
1 2 1 c3 0.910 +0.084
2 4 1 c6 0.632 +0.166 .
3 7 3 c2 0.667 +0.235
4 8 3 0.662 +0.256
5 9 3 _ 0.724 +0.284
6 10 4 c2 0.935 +0.185
7 12 4 c2 0.773 +0.135
8 14 5 c2 0.636 +0.050
9 17 7 c3 0.741 +0.223

10 18 7 c2 0.611 +0.256

11 20 8 c2 0.558 +0.118

12 21 8 c3 0.604 +0.279

13 22 g c2 0.751 +0.088

14 24 10 c2 0.570 +0.193

15 25 11 c2 0.711 +0.155

16 26 11 c2 0.749 +0.149

17 27 12 c2 0.782 +0.135

18 28 12 ca 0.860 +0.118

19 29 1 c4 0.677 +0.206

20 31 3 c2 0.744 +0.240

12
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168
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246
0565
177
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219
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069
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147
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284
206
1563
122
181
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Dari hasil analisi tahap kedua , untuk masa u,jiaL‘ﬂmg

terdapat 41 buah soal dari 60 soal yang dijawab salah oleh
lebih dari 50 ¥ mahasiswa , sedangkan untuk masa ujian 89.2
terdapat 40 soal. dari kedua masa ujian terdapat kurang
lebih 66.67 % soal yang dijawab salah oleh lebih dari
separoh mahasiswa, hanya kurang lebih 20 soal yang terjawab
dengan benar oleh keseluruhan mahasiswa.

pari hasil analisa ditas dipilih soal soal yang memenuhi

kriteria baik yang telah ditentukan oleh Universitas Terbuka

antara lain memenuhi kriteria :

- soal soal yang mempunyai R bis .0.200 ( daya beda butir
soal ) yang menunjukkan perbandingan antara mahasiswa
yang menjawab benar pada kelompok atas ( pandai ) dengan
mahasiswa pada kelompok bawah ( kurang pandai )

- R bis kunci positif dan > 0.200 dan lebih besar dari
nilai R bis distraktor.

- TAHAP III ( ketiga )

2. SOAL SOAL YANG MEMENUHI KUALITAS BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN
UNIVERSITAS TERBUKA.
A. SOAL YANG MEMPUNYAI Rbis > 0.20

B. SOAL YANG KUNCI JAWABAN MEMILIKI Rbis + DAN > Rbis DISThAKTOR

MASA UJIAN 88.1

NO NO SOAL MODUL J .KEMAMP. A 8 KET
1 2 1 C2 +0.237 -
2 5 2 C3 +0.405 -
3 7 2 C3 +0.227 -
4 9 3 C2 +0.356 -
5 10 3 Cc2 +0.363 -
6 12 4 C1 +0.205 -
7 18 5 C2 +0.281 -
8 20 5 +0.424 -
9 22 6 C2 +0.273 -

10 24 6 C3 +0.234 -

11 28 7 C4 +0.305 -

12 30 7 C2 +0.286 -

13 35 9 C2 +0.359 -

14
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14
15
16
17
18

37
38
44
53
59

+0.334
+0.271
+0.253
+0.207
+0.434

SOAL SOAL YANG MEMPUNYAI KUALITAS BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN
UNIVERSITAS TERBUKA.
A. SOAL YANG MEMPUNYAI Rbis > 0.20
B. SOAL YANG KUNCI JAWABAN MEMILIKI Rbis + DAN > Rbis DISTRAKTO

MASA UJIAN 89.2
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17

17
18
21
29

31
37
38
39
44
45

52
53
57

C3
c2
C3
C4
c2
Cé6
C4
C2
C3
c2
C1
c2
C3
c2

+0.235

+0.256
+0.284
+0.223

+0.256

+0.279
+0.206
+0.240
+0.263
+0.208
+0.246
+0.202
+0.219
+0.218
+0.284
+0.206
+0.246
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PERB.JUMLAH SOAL SETELAH DIANALISIS

Pada tahap 1ini penulis bermaksud untuk mengetahui dari
analisis tahap kedua, yang menghasilkan socal soal yang
dijawab salah oleh lebih dari separoh mahasiswa, berapa soal
yang dikatagorikan baik dalam penyusunannya ( format validity
) . Untuk masa ujian 89.1 dari 40 buah soal terdapat 18 soal
yang memenuhi kriteria baik sesuai dengan pedoman penilaian
Universitas Terbuka, sedangkan untuk masa ujian 89.2 dari 41
soal terdapat 17 soal yang memenuhi kriteria baik . Dari
soal soal yang dijawab salah oleh lebih dari separoh
mahasiswa yang mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan " item
analisis " terdapat kurang lebih 42.5 % soal dikatakan "baik”
( memenuhi ketentuan sebagai alat evaluasi )

i — ————————— ——— o — - S T ———— —— — —_— t_— T —_—— — —— — —— — ———— —— —————— 1

— - ———————— — ———————— —— T —_— T — o ———————————— " (o - — {— ————————————— -

jum.soal ( analisis ta

] ]
t ]
hap kedua ) : 40 : 41
' i
jum.soal ( analisis ta | !
H 18 i 17

—— ————————————— ————— o —— — —— o ———————— ————— f—_ — ——————— - {— ———————
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Sumber sumber data yang telah dilakukan analisa secara
kuantitatif, dilanjutkan penganalisaan secara kualitatif
secara Garis besar pada tahap ini untuk mengetahui apakah

soal soal yang diujikan ada didalam modul, sesuai dengan
tujuan intruksionalnya dan untuk melihat bagian modul manakah
yang dirasakan sulit untuk dipahami oleh mahasiswa( content
validity ). Analisa ini didasarkan kriteria kualitatif
mencakup

b. ANALISA SECARA KUALITATIF

b.1 Melihat apakah sumber materi soal sesuai atau ada didalam
modul atau tidak , hal ini dipakai sebagai umpan balik bahwa
sumber utama evaluasi adalah apa yang telah ditetapkan dalam
kisi-kisi soal . Kisi kisi soal dibuat sebagai dasar
pertimbangan sebelum dibuat soal socal ujian, sehingga
diharapkan materi evaluasi sesuai dengan tujuan instruksional
maupun sesuai dengan materi modul.

b.2 Setelah dianalisa pada tahap b.1. melihat didalam modul
apakah konsep konsep yang terdapat didalam modul, yang
dituangkan dalam soal soal ujian mudah untuk dipahami ?
kalau terdapat konsep konsep yang dirasakan sulit untuk
dipahami mencari upaya apakah yang dapat dilakukan untuk
lebih mempermudah pemahaman konsep tersebut ( penambahan
gloseries, penjelasan lebih lanjut, ataukah perlu disertai
contoh contoh konkritnya )

pada tahap analisi ini juga dilakukan pengkajian apakah
pokok bahasan didalam modul telah diuraikan dan dibuat
sebagaimana ketentuan sistem belajar jarak jauh, anatra
lain mudah untuk dipahami oleh mahasiswa, baik formulasi
redaksionalnya maupun alat alat bantu lainnya seperti ra-
gaan , bagan, dan ilustrasi lainnya.

PENGELOMPOKAN SOAL SOAL DAN DIANALISA MELIPUTI
1. APAKAH MATERINYA SESUAI / ADA DI DALAM MODUL

v : sesuai , - : tidak
2. APAKAH STEM MEMBINGUNGKAN
v : sesuai s - : tidak

17



MASA UJIAN 89.1

NO NO SOAL MODUL J.KEMAMP, 1 2 KET
1 2 1 C2 v %
2 5 2 C3 v Y
3 7 2 C3 - \%
4 9 3 C2 v v
5 10 3 C2 \ v
6 12 4 C1i v v
7 i8 5 C2 v v
8 20 5 \ \Y
9 22 6 C2 v \%

10 24 6 C3 Y %

11 28 7 C4 \Y% -

12 30 7 C2 \ \%

13 35 9 C2 v \Y

14 37 9 C1 v \%

15 38 9 C2 \" v

16 44 4 C1 v v

17 53 2 C2 v v

18 59 1 C2 v -

- s o . ———— T " t———— . S ——————— " T —" T —————— ] —— — T — {1 oo Yo, s o . S e S ———————

MASA UJIAN 89.1

soal nomor 1.
Materi ada di dalam modul dan stem soal jelas, pokok bahasan
mengenai norma hukum cukup Jjelas diungkapkan dalam modul,
masih harus ada penjelasan mengenai ragaan norma hukum,
norma sosial dan norma kesusilaan. norma hukum merupakan
tatanan petunjuk tingkah laku yang dibuat oleh manusia ,
norma hukum termasuk dalam norma sosial karena berupaya
untuk mencapai dan menciptakan sesuatu dan juga termasuk
sebagai norma kultur karena diciptakan oleh manusia dan
dipergunakan untuk menunjukkan apa yang seharushya
dilakukan.

soal nomor 2
Norma hukum merupakan petrunjuk petunjuk tingkah laku
demikian juga norma kesusialaan maupun norma kKebiasaan keti-
ga norma tersebut merupakan pedoman tingkah laku, perbedaan
ketiganya terletak dari asal dari norma tersebut terbentuk,
norma hukum terbentuk dari karya manusia, norma kesusilaan

18
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terbentuk dari sesuatau yang di 1idealkan oleh manusia, se-
dangkan norma kebiasaan terbentuk dari perilaku perilaku
masyarakat, Ragaan hal "

soal nomor 5
modul satu perlu untuk dijelaskan lebih lanjut.

soal nomor 7 "
Perlu dilakukan penjelasan yang lebih konkrit terhadap
konsep hukum, dasar hukum, pengertian hukum dan standard
hukum, karena standard hukum tidak terdapat dalam modul ,
dan pengertian yang lain kurang jelas diungkapkan dimodul.

scal nomor 28

Hak milik menurut UUPA maupun KUHPERDATA mempunyai sifat
yang hampir sama yanitu merupakan hak yang bersifat mutlak
kekal dan turun menurun, hak milik merupakan konversi dari
hak eigendom dalam BW. Yang berlainan dari pengertian kedua
tersebut terletak pada fungsi dari hak milik, dalam UUPA hak
milik mempunyai fungsi sosial sedangkan pada BW hak milik
bersifat mutiak tidak dapat diganggu gugat.

soal nomor 58 ,
kekuasaan orang tua terhadap anaknya akan berhenti dalam hal

a. diputus oleh hakim

b. telah dewasa s

c. anak berada dibawah pengampuan, perwalian yang ditetapkan
oleh keputusan pengadilan.

perceraian tidak secara otomatis menghentikan kekuasaan

orang tua terhadap anaknya, , sehingga perceraian bukan

merupakan penyebab berhentinya kekuasaan orang tua.

PENGELOMPOKAN SOAL SOAL DAN DIANALISA MELIPUTI :

1. APAKAH MATERINYA SESUAI / ADA DI DALAM MODUL

v : sesuai , - : tidak
2. APAKAH STEM MEMBINGUNGKAN
v : sesuai . - : tidak
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11
12
13
14
15
16
17

MASA

soal

MASA UJIAN 89.2

—— — - ————— - = —_ —— - ————— ——— T ——— —— ———— - ———————— ————————— ———

NO SOAL MODUL J.KEMAMP, 1 2 KET
v
7 3 C2 - v
8 3 v v
g 3 \% \Y
17 7 C3 - \%
18 7 C2 v Y
21 8 C3 \ v
29 1 C4 - v
31 3 C2 \% \Y
37 9 C6 v \
38 8 C4 - \%
39 9 C2 \% \%
44 4 C3 v \"
45 2 C2 v v
47 2 C1 \ v
52 g C2 - \Y
53 9 C3 v v
57 11 C2 v Y
L}
UJIAN 89.2
nomor 7

Konstruksi hukum merupakan usaha dari praktisi hukum untuk

mengembangkan hukum positif melalui penalaran penalaran

logis dengan ketentuan :

- harus mencakup keseluruhan bidang hukum positif yang
bersangkutan, tidak dapat bagian demi bagian.

- tidak ada pertentangan logis di dalamnya , tidak boleh
bertentangan dengan azas azas hukum umum.

- harus memenuhi persyaratan persyaratan keindahan, dalam
arti memberikan suatu kejelasan.

pembuatan konstruksi soal pada dasarnya merupakan proses

kelanjutan dari penemuan hukum

nomor 29

Ragaan pada hal 5 modul 1 perlu lebih dijelaskan , kedudukan
hukum sebagai tatanan tingkah laku dalam masyarakat.

10
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nomor 38 S
Perbedaan perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan harus

dilakukan lebih spesifik.
antara lain, perjanjian kerja bersifat individu, sedangkan
o

perjanjian perburuhan bersifat kolektif.
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KESIMPULAN

Dari hasil analisa baik secara kualitatif maupun

kuantitatif yang telah dilakukan menunjykkan
a. Ditinjau dari format penulisan soalnya , mempunyai kualitas
yang cukup baik berdasar item soal maupun naskahnya untuk
dipakai sebagai alat evaluasi. Dari kedua naskah soal 89.1 dan
89.2 terdapat kurang lebih 30 % berkualitas Jjelek, sesuai
dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Universitas
Terbuka dalam analisis butir soal, dan parameter yang dibuat

oleh penulis.

Kurang dari

seperti yang termaksud dalam pedoman penulisan soal UT.

b. dari segi content ( isi modul
1. materi soal terdapat dalam modul / tidak
2. stem soal membingungkan atau tidak

3. konstruksi soal sesuai dengan TIK atau tidak

2 % yang tidak sesuai dengan format penulisan soal

), mencakup analisa terhadap

Keseluruhan soal dalam naskah, materinya terdapat dalam modul,

hanya sebagian kecil stem soal yang dirasakan

membingungkan,

hal tersebut disebabkan oleh konstruksi soal yang kurang baik,

banyak soal yang tidak sesuai dengan Tujuan Instruksional
Khusus sehingga evaluasi Yyang dilakukan terhadap proses
belajar mahasiswa masih belum sesuai dengan tujuan
pendidikannya.
Pemahaman materi modul yang diukur melaluli evaluasi belajar
mahasiswa memberikan gambaran kepada Kkita apakah tujuan
pendidikan yang kita emban dapat berjalan dengan baik, dari
penelitian yang penulis lakukan 1ini penulis mendapatkan
kesimpulan
1. Rendahnya nilai mahasiswa disebabkan karena kurangnya

2%
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pemahaman terhadap bahan belajarnya ( modul )

2. Konstruksi soal sebagai alat evaluasi sudah memenuhi ketentuan
sesuai dengan kriteria penulisan soal UT, hanya terdapat
beberapa soal ( kurang lebih 3 % ) yang mempunyai kualitas

jelek.

3. Konstruksi pembuatan soal kuang memperhatikan terhadap thjuan
pendidikan, sehingga masih _banyak terdapat konstruksi
pembuatan soal yang tidak sesuai dengan tujuan instruksonal

kKhusunya.

4. Materi bahan belajar ( modul ) cukup mudah untuk dimengerti

dan difahami, ada beberapa bagian yang memang harus dijelaskan

, dan dimungkinkan penjelasan ragaan harus lebih komprehensif.
Secara umum penulis menyimpulkan bahwa materi bahan belajar (
modul ) PIH PTHI cukup mudah untuk difahami, hanya ada beberapa
bagian yang memang perlu untuk ditambahkan uraian maupun ragaaﬁ
guna untuk mempermudah pemahamannya ( seperti terdapat dalam

analisa terdahulu ).

Untuk mengembangkan modul PIH / PTHI periu diberikan contoh
contoh konkrit penjelasan secara filsafati keberadaan hukum dalam

masyarakat termasuk pula proses penegakan hukumnya.
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{ONE NASKAH FENGAMTAR TI MU

L)
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~ . HUEUM /FENGANTAR TATA
17 ~ HUEUM INDONESIN
(ADNE4213) ‘

PETUNJUK
TJelitilah iode mata kuliah, Jumlah woal, dan jumlah halaman
dalam MNackah Ujian ini. Nazkah ini terdiri dari 2 halaman

yang herisi &0 butir scal. Kalau tidak sesual laporkan
kepada Fengawas. !

A
|

4 eetiapn petunjuk yang men ielaskan cara menjaweb eoal

B: 1
=agan CEFTEtf

2

'D

Jaweban vang salah tidai akan mendapat denda.

Jamwahen setiap butir scal harus sesal dengan nomor pade
Lem ar Jawaban Ujian ((LILH.

Jangan zekali—~kali mencoret LJU, gunakan halaman kosong vyang
ada psda Naskeh ijan untut keperluan bitung- menghltung.

Tidak diperkenankan meminta penjelasan kepada siapa pun yang
berkalten dergan soal . o e E B

Bedelk /tidaic boleh mengaunakan kalbulator

Naskah Uiian ini é#%amp&;i/t1dak dllampiri tabel /rumus
{ .. halaman). v e LT , S S

LIU tidak beoleb kotor, basph, tntlspat, dan robeh «
Feriksa kremball penghitaman !Ddﬁ mara kuliah, NIM, penulisan
Nama, dar tanda tangah Anda pada LJU  cebelum ‘diserahkan

kepada Fengawas.

Cerahlan kembali Naskah Ujian bersams LI keneda Fengawas.

——— ) ————
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1/ PEHGANTAE TATA

UK. UNTHE 5045 NOHOD 1 SAMPAI 28, FILINLAK SATU JAVWABAN YANGi
TLPAT! -

Menurut G, R&,bruch hukus itu mengandung nilai dasar berupa
A. keadilian, kegunsen dan kepastian hukum.

', keayeanan, be(erf}ban dan ketenteraman.

C. kepsiuten, gewanfaatan dan tertib bhukum.

N, kepasiian, hetertiban, keamanan.

e
.

Sapksi dari norma hesusilaan adalah

Teinnan vang nempu  nengambil jarak entara ideal dan
lengotenn adasiah

A. Tatanan hulium.

R. Talanzn kesusilean.

C. Tatanan kebissaan.

D. Tatanan sosial. '

Konsep yang menyatakan bahwa kehidupan hukum tidak" pernah-
finel, relsninkan  merupakan suatu v:pérJuangar, pada
hakikatrya pencerminan dari '
A. Hukv; Positif. ' o RPN

B. Hukum Alam. . -~ - .- walt ER RN
.C. Bukum Kebiasasn. f‘:‘J;;' - ‘ L.
D. Norma Hukum. - T R ~, 3 :

- B N . . -

Untuk Lizbhuinya suatu akibat hukum ‘diperlvkan suatu gsyarat
yvang disebut ' '

A. dasar bukue. v -

B objsk hukum. ] ' '

(. dasar persiuran.

D. subjek huliuza.

Contoh-contoh dari “principles of lega]itys’seperti yang

dikemukaken oleh Len. L. Fuller adalah

£. Suntu peoraturan baleh mengandung tupntutan yang melebihi
apu YANE dapat dilakukan. 4

B. harus sds persesualan {kecocokan) antara peraturan yang
diundangkan Jdoungan pe;akennaanﬂ‘a sebari—nurl.

C. pn“n'bran—ﬁn"&?uran tidak perlu  disusun dalam rumusan
yang ¢ I.v*-;f’&‘ri,, ’
D. sustu porainran tingkat atas dapast bertentangan dengan peraturan

i
¢izawzhnya ~ : . <
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Pengembangan lebih lanjut dari bahan hukum positif dengean
menggunakan penalaren Jogika dalam meclalkukan penerapan
bhukum dinamakan oleh Paul Scholten scbagai
A. konstruksi hukum.
B. fiksi hubum.
C. kodifikasi.
I:. peremuan bukum, .
Eerbeds dengar pemilikan, mzka pads ‘orang yang hanye
rengussezil suatu bavang, hak  untulk  mengalihkan tidak ada
patsnys RKarena adanya
. zseas iug in re alicna.
. amas ius perscnam.
. asag in memorial. _
aunss mwewnn ast aued non habet,

PRI

F

Sustu penpdapat rFang mengetiak hva funge’ bLokun di delam
rasysrakat sebadaitoc)l of socis! engineering’, dikemukahsn
oleh v

A . Rouscoepond

E. ArjyninlLelos,

C. Ulpianus.

. Herbert Spencer.

Berdassrkan pendekstan cosiologis dari Emile Durkheim  maka

penjatuban hukuman pldapa dalam mabyarakat didasarkan atas

fuktor , o . S

A. solidaritas empirik. L B Seen L e

E. soliduritas mekanik. ' '
C. solidaritas orgsanik.

D. sol.daritas sosial-normatif.

Atas dasar berbagai pengerfxan dari Hukum Alam yang telah
tumbuh berabad-abad, Hukum Alawm dapel dibedakan ates: "
A. Bukum Alem sehagaz subutansi dan sebagai metode,

. Jus Civile dan Jus Gentium. '

Y. Tws Genstitutum dan Tus Constituendum.

. Poeytivieme dan Ut111+ar1arwswo

bahwn kodifikasi hukun  tidak penting  karena
bertentangzsr: dengan hakikat dari seliap sistem hukun
! encerminan Jiwa dari rakyat yang meugembangken

h itu, dikenrukakap oleh
A Positivisme.

R. =liran Sciarah.

C. uliran .r*nrunolofﬁ.
omliron Modorsn.

envru! Fugon Fhrlich pusat gaya tavik dari  perkembangas
lrn e tarleotak ‘ '

A. prda perundang-undangan.

P. pade 3imu hukum.

C. }1' An potusan hakim.

T, werit maoverskal ilu cenciirg.
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14. Dalam penerspan traktat berlaku sebuah asas- yaitu "pacta
‘sunt servanda" yang artinya. S o :
A. perjenjian harus dirantifikasi.
B. perjenjian harus ditaati oleh para pembuatnya.
€. perjanjian harus diberi bentuk tertentu. '
D. perjanjian mengikat pibak-pihak yang membuatnya.

15. Pelakssnaan Ketetapan MPR yang pemuat garis-garis ‘besar
dalern biaang legislatif, diatur di dalam '
A. UnsZang-undang.
B. Kepntusan Fresiden.
C. Peraturan Pererintsh.
D. Instruksi Presiden.

1€6. Rangkaisan reraturan-pevaturan hukum yang timbul dari
pergavian hidup kekeluargaan disebut Hukum Keluarga; yang
tidak termasuk dalam pengertian bukum keluarga adalah

4. hulkve perkaswinan, hukum harta perkawinan, dan hukum
mengenai perceratan.

B. kekusmszan orang tua.

C. pengompuan ’

D. hukum perjanjian.

17. Seorang anak yang berada di bawah perwalian ibunya - setelah
ayahnya reninggal dunia, dikatakan sebagai anak yang berada
di bawsb perwalian karena v : : : :
A. undanr 1-undang (wetteli jke voogdij). .
B. sura’ wasiat (testamentaire voogdij). -
C. penunjukkan hakim {datieve voogdij). TRy ) _
D. hukum (rechtelijke"voogdij)}; ' - e Lo

18. Putusan Pengadilan yang menyatakan seseorang ditaruh di
bawah pengampuan {curatele) harus dimuat di dalam
A. Lenbaran HNegara. : ’
B. ‘Tambahan lerbaran negara. ‘ .
7. Berita Negara.
D. ‘fambahan Berita Negara.

f19. Prof. Vzn dzr Pot  menyebut empat syarat. yang harus dipenuhi,
ager ketetepen dapat berlaku sebagai ketetapan yang ssah,
ssitv seperii tersebut di bawak ini, kecuali

A. ketetapan harus dibuat olch orgar yang bervwenang.

8. ketetapan harus dibuat dengan persetujuan DPR.

C. ketelspan harus diberi bentuk sesuvai dengan peraturan
dasarnya. . , - . :

D. is? dapr tujuan keietapan harus sesuai dengan isi dan

tyujnan peraturan dasarnyi.
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23.
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B. Jakaa. :
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Ferijanjiian perburuban 1lu moerupakan perjaniian yang
disdakan sntara majikan dengan pilon ’
A. buruh. ‘

E. tensga korja.

C. karyawar. ' ) A .
. Serikat Buruh

N

Pengertian tanah pertanian. " absentie " menurut UUPA adelah

A. tanch perianisn yang tidak dikerjaken oleh pemiliknya
kerene sta¥ii atau berhalangan.

. tapsh pzrtanian  yang pemilikpnye sedsng pergi keluar
negeri sehingga Lidak dopat mencerjakan tanshnya.

C. tanah rertanian  yang pemiliknya berdomisili di lain
kecamatayn dari kecamatarn lempal tanah tersebutl.

V. tapsk pertanien  yang pewilikora meskipun ¢i kecamsatan
'ain neran masih menpu mengerjaban rannh Ltersebut karena
jaraknya relatif dekat.

Hukuz Irternasional dapatl di rumuckan schagai sekumpulan

hukum veng sebagiarn- bescor terdiri deri ssas-asas dan
peraturen-peraturan tinghkah jaku yang . mengikat.
negara-negara dan karena itu ditaati dalam hubungan
negars-negarea. : :

Definisi tersebut dikermukakan clch

A. Oppenhein.

B. Starke. IR S S e -
C. Utrecht. - o o L ST
D. Duguit. - i, @ L ) R .

¢

Di negaias Anglo Saxon, Hukum ‘Perdata Fnlernasional dari
negara tersebut menentukan bahwa yang berlaku bukan hukum -
orang asing, tetapi hukum tempal di mana orang asing . itu -

“tinggal. Hal ini -berarti negara tersebut .menganut '

A. Lex originis.
B. Lex Domisili.
C. lLex rei sitae.
D. Lex specialis.

Gambaran stereotipis aparet penegak hukum, mencerminkan
adarnye dua kepentingan yang saling berbeda babkan saling

bertentangan. Kecadaan semacam itu merupekan bidang
pendekalsrn secara ’ 4 ' . ‘ .

A. antropclogis.

R. sosiologis. .

C. empiris. -

. dogmatis. . _ :

Fhselusi putasan hakim dalam perkayva pidune dilskukan oleh’
A. panitera. ' N

C. keturs lembnga pemasyarakatan.

. hakinm,



24 . Mengessrr-ingkan perkara pidana demi untuk kepentingan umum
rervpakan wewenang : ‘
A. KEopelri. ‘

B. Jekes Agung.

C. Mahkamalh Agung.

p. Menieri Kehakiman.

27. Surat gugatan yang berisikan permohonan dari penggugat
disebut sebagail :
£. fundamentum petendi.
F. petitus. )
o, duplik.
L, verstek.

2@, rYuiusar tanpa hadironya tergugat {verstek) dapat dinintakan
wepding deiam hal s
A. toergupsi tidak hadir.
. penspugst tidak hadir.

. tergugsi tidak wenerima.

. pengrugat dikalablan.

PFTUﬂYUi UHTHE SOAL HOKOPR 23 SAMFAL 43, PILIHL!

LD :
CA. JIEA }I‘Fs“ ATAEN BLR.LE. ALASAN BRBEMWAR, TDiH IEI"IL??{I MEFUPAEAN

HUBUIGAY CEEAB!

B. JIKA PLFnKAThﬁH BEHAER, ﬁgﬁqﬁﬂ _BERAR, TETAPIV YEDUANY& BULAH

-MERUPAEAR HUBUHGAN SEBAB‘ ( o
G JIEER PEEFY&TA&& BEHAR, AIASAK SLL&F ATAY ! TEA PEPNE&TAAR
SALAY, ALASAY® RERAR! -

A

‘B JIEA PEBNY/ AAN ﬁAU RLACAN KEDUAN*& C&‘Aﬂ‘

.

29. Hukum berdusarkan otorltasnya meramu pada jdenl-filosofik - .
- 'dan tuntutan sosioclogik, tetapl tldak mutlak pada dunia
kenvatensn. ) o

sebab ‘ - v i i
spabile tatanan bukum dibandingkan dengan'LAtanan kebiasaan
mava +atansn hukum sudsh mulai melepaskan d1r1 dari
keterihatasnnya yang besar daripada dunia kenyataan.

30. "Awalogi" den "pepghalusan hukum" adalah cara-cara untuk
gembuat konstruksi hukum.
sebab

Analog: wr"uplﬂ?n konstruksi dari, spesies ke genus agar
meucelup spesies  lainnya scdangkan ;npyhaluaun hukwue
poarupakan Fonstruksi dari genus ke spesies.

3y, Hak yone ada pnda seorang -mewajibkan pihak Jain untnk
swelebukan atau tidek melakukan suatu perbuatan

scbab

ol menurut hukom barus mempunyai titel
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36.
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4

Undang-undang yang dibuat oleh penguasea yang iehih Ltinggi
kedudukannya, mempunyal kedudukan yang lebih tlnggl ‘pula.
sebab

Undang undeng yang 1eb1h rendah tidak 'boleh bertbntangan
dengan undeng-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

Seseorang yang melanggar UU yang 1elash diundangkan di dalax
Lexbaran Negara, ‘tidak dapat membela diri dengan menyatakan
behwe ia belum mengetahui adanya UU tersebut.

sebab '

Di dalam Hukum berlaku suatu fiksi bshwa setiap orang
dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang.

Menurut bhukuwn perdata  setiap orang berhak moelakukean

pcrbnqLan hukum (rechtsbevoegd} nemun tidak setigp orang

mamou melakukan perbuatan bukum {handdelings on behweaam).
sebab

Kemampuan sescorang untuk me lakukan perbuatan hukum
ditentukean oleh keputusan hakinm.

Menurut pasal 35 UU No. 1 tabun 1974, ‘bahwa - haria benda
yang diperoleh selams perkawinan menjadi harta bersawma.
: sebab :

Harta bawaan dari maslng—m381ng suami dan isteri atau harta,
benda yang dlperoleh -masing- m351ng sebagal ‘warisan ‘atau
hadiah menjadi harta berqama. , C Co : SR '

Menurut KUH Perdata manusla menjadi'subjek‘hukum sejak ‘ia.
masih Ferada dalam kandungan ~ibunya sempai ia ‘meninggal

‘ _dur.za. o | o '
, Sebab o -.‘- 5hu¢;_:f | | |
Pasal 2 KUH Penhta menyabakan bahwa anak yang . ada - dalam

37.

kandungsen ibunya, dianggap sebagai telah dilakirkan,
bilamana kepentingan si anak menghendakinya. .
Hukum Indonesia mengenai Subiek MHukum Perorangan:  tetap
berlaku bagi yang bersangkutan, meskipun vang hersangkutan
sedang berada di luar negeri. "

sebab )

Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving menentukan bahwa
bagi warganegara Indonesia diberlakukan Statuta perqonalla.
Pengeriian "perjanjian kerja" dan “perjanjian perhuruh&u'
mempunye’ pengertian yang ssma/identile.

sebab

Baik perjanjian kerja . mauvpun perjasnjian perburuharn,

keduanva memuest hal-hal yang berkenaan dengan kondisil
keria. '



\
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Negara- nojgara  yang secianggar ksaidah hukum internasional
dapat d;ﬂaisa untuk mentaatinya.
: sebal -

Gunie internasional +telah mendirikan PBB vang mepnegang
kekuasasn tertinggi dari negara—-negarsa. :
Pendekaian sosiologis terhadap hukum menitik beratkan pads
efebtivites peraturan perundang-undangsn/hukum dalem
masyvaraksat. - -

seheab .
Doendekuian sosiciogis bertujuan untuk memberikan penjelasan
terhzder fenomena hukus yang nyata {objektivitas).
Dinea m? a  politik hukum merupakan salah satu proses
peryvasnaian wrtuk mencapai tujusn hukunm.

scbab
Bukur eobagai salah satu fevomena sosial, diperluhan sualn
kesbselutan dan harus dapat berdiri di atas fenomena sosial
laianys.
Hukor tidek dapat membprlkan keadxtan dan kepastian seperti
yang kita kehendaki. -

sebab
Bukur wmerupakan balah salu dan sarana inlegrasi n1181 dalam

,:masyerekat vang nellputl, hubungan .antar manusxa‘ dalan

 segi-segl yang santh ‘kompleks. -

. e ’
Untuk meniawin asss “presumplion of Innocent -pada setiap.
tahap pen-riksaen dapat dilakukan pemuerhenttarx per‘xemksaaq apablla tldak
d!pe*cle‘\ pukti yang “cukup - SEBAB ‘ ‘
Sebelum a2da keputusan hakim yang mespunyai kekuatan hukum

tetap, toerdshwa diarggap tldak,bersalah.s S )

PETUR Y HﬁTU‘ okl BWOMOE 44 SAMPAT ED. PILIELAN
JIEA 1> DAY 23 DLHAR!

JIKA 43 DAR 31 BURAM

JIE& 22 DAY 30 BEERT? .

JIFVA §3, 2, DAWN 33 SEEUAN(A DEHARD

&,
E,
G
B

44.

~dasar pohok teori Hana ¥Yelsen, antara lain adaiah

cwa hukun zdslah ilsuw, bulan kehicndak frainginan.

$3mu Pubkum adeloh pormatif, bukan ilmu slaw dan tidak
'hr ST ATAAN 6ﬂr¢an persoglan efekiivitas norme hukumr.

3} svatw Leori lentang hukum adalah formal.

w
. m

By = 1T

R
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50.

-2) zaakwaarneming e e I
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Di bawah ini adalah contoh-contoh dari peraturan hukum yang

tidak mergandung norma hukum

1) peraturan-peraturan yang tergelong hukum acara

2) peraturan-peraturan: yang memperluas, membatasi atau
mengubal: isi dari peraturan lain ,

3) persturan-peraturan yang hanya menunjuk kepada peraturan
lain ‘ :

Mernurui Lon.L.Fuller, ukuran adanya suatu gistem hukum

antars lain adalah '

1} peratu-an-peraturen yang sudah dibuat harus diupumkan

2} peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang
dapat dimengerti

3) peraturan-peraturan tidak beleh mengandung pertentangan
satu sama yeng lain '

Asas hubur merupakan "jantungnya" peraturan hukum, alasannya
1} sebagai landassn hukum

2} merupalkan rasio logik

3} merupakan etik bhukom

Antare peraturan hukum danr norma hukun terdapat hubungan
vang erat, hal ini sebagai akibat _ o
1) pcretursan hukum itu merupakan salah satu di antara
larbang-lambang yang dipakai oleh norme hukum untuk
" membadanken dirinya ' ’
2) peraturan hukum merupakan pembadanar dari morma hukum

-3) disana ads mnorma hukum, disitu - tentu ada - ‘peraturan

hukur . \ . . L .
Suatu verikatan yang lahir karena undang-undang, antara
lain ‘ TN SR S S R )
1) alimentasi . . - .- K e -

3) wanpresliasi
Unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan _melawah
hukum menuruf pssal 1365 KUH Perdata adalah antara lain

L PR e Ly ‘

R

1) melanggar hsak SEeSamanya dan bertentangan dengan .

kewsa jiban hukum si pelaku sendiri
2} bertentangan dengan kewajiban moral dan kesopanan
3) bertentangan tata keharusan dalam pergaulan masyarakat

Pada mass sekarang Hukum Administrasi Negara merupakan ilmu
pengetzhuan  hukum yang mandiri. Faktor-faktaor yang -

mendorcng kemandirian tersebut adalah

1) tuwmbuh dan berkembangnya konsep Negars Kesejabterasan
{wefure state}

2) bertamtah luasnya lapangan agminisirasi negara

3) makin lussnya kekuasaan pemerintah

-
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Pereturan-peraturan Hukua Perdata Internasiocnal melipuld
lenis

1) peraturan petunjuk
2} peraturan penentu
3) peraturan ssli (berdiri sendiri)

5

ng merupakan subjek hukur internasional adslah
ucgara dan gabungan negara-negara

ishia suci, organisas? internasional dan 1nd1v1du
negara yeng bukan mcrupakan aunggota PRE seperti Swiss,

Yores, Konaco

St et S f;!

2 N et g

Tujucn pemidanaan menurut teori relatif adalah
1) mencegsh 4ergad1nya kejahatan

2) merberikan pengimbalan atas perbuatannysa

3) menberikan perlindungan kcpada masy? srakat

Tolar Fl]minclcpibkvjahatan perupakan interaksi bersama
ant . faktor

H dividual

Z it ?

3 3

rirsip-prinsip dari azas pulem delictum nula puna  gsine

reviz iege punale hukum pidana antara iain

) peraturen pidena tidak beclekl berlaku surut

) peraturan pidanas harus leblh dshulu ~ =ads daripada
deliknya. ' ' s * '

3) apabila terjadi perubahan peraiuran harus dijatubkan

pidana sang paling merlngunkan '

Alst--alat bukti yang d]anggap sah dalam hukum pxdana antara
jain keterangan dari
1) terdskwe

2) saksi

Bekim dalam perkars perdata sesual dengan HIR (RiB)
bersifat aktif dapat ditunjukkan dari hakim berkewajiban
11} mcmbanhu renggugat menyvsun gugatannya

2% memutue s=mun perkara

1) mendamaikarn para pihak

Perbedsan antara sumpah decisoire dan suvmpeh  supletoire
gnisra lain .

1Y sumpah cecisocire bersifat menentukan
¢Y sumpnh  Supletoeive dimiuvkan oleh pars pihsk
3} sumpah  sypletsire hanva ubhbuk menambab hevalinan hakiw

adst terdapalt beborapa csra untuk menghindari
arnak tak sal antara lain
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FETUNJUE UMUM

1, Gebhoelam menQer 1akan wiiang telitilah terlebih dahulu kode mata
bl i abe dan jumlah  serta famoe halamarn  yang terdapat pada
Waelkah L3 an ipi . Masksh 1wl terdiri dari 10 talaman yang
foeett R A buotir soal. Falan. tidak Csesuail flenghkap seqera

1

poo b ohiloarn fomrmarta THOnOORsy ptiian  uniuk mendapat peEngaanT
! d 5 i (316

petunjuk E=talel e el ackan cord meety ety S50

frt b bk menoer dokian Haciah Wiitan ind adalah 90 menit.

A4, Msahakan  agar SEmua coal torjawab! Jawahan yanag salah tidak

alinm mendapat denda.
L Y

e, Tulislah jawaban ﬁnd& sepsuai dengan jumlah butir socal yang ada B

dalam HNaskah Ujian ini pada Lembar Jawabari Ujian L (LI | yang - w

Cimedialian dengan cara sebagaimana tersebut  dalam, petunjuk o
Naalgtal terdapat pada‘LJU.-Harus diingat nomor jawaban pada SLJat s
harus sesuail dengan Tiomor butir soal pada MNakkah Ujian ini. ’

4. Sehagal kertaé' buram - funtuk Leperluan hitunngeﬁghitUngi
gunalan halaman-halaman yang kosong pada’NaSkah‘.Ujian And
iangarn cekali—kall mencoret LJU. ) s L

.

7. halam menaer jakan cral y Anda “tidak diperkenankan meminta
Y . - - B t
~al —snal wujian 1nt hepada, slaps pun. !

z menaenal =
e eoal msoal fercebut sebagaimana adanya-

S, Bt e Al

sen  mEnces jakan Mackah Uiian ini, serahkan
P hesarta Pasbah U3 Y] B

AW Uiian.

1
L ENITY & Lepada e

=, erhatiban agar LU tidak kotor, tidak basab tidak terlipat,

dan i dak robiek!

B
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INDONESI A
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PETUNJUK: UNTUE SOAL NOMOR 1  SAMPAI 39, PILIHLAH SATU .JAWABAN
YANG PALING TEPATH ' ‘ '

1.

ab}

7

Fecornan-pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana
hendaknya hubungsan _antar mereka itu dilaksanakan,
cdapat berupse :

A. lerangan.

B. kehsrusen.

C. ketertiban.

D. larangan dan keharusan.

i
rre-rorviza yeng diangksat dari kebiasaan-kebiasaan dan
B. karya manusia yang berupa norma-norma yang isinya adalah v

petunjulr tingkah laku.
C. semua norma, kecuali kesusilaan dan kebiasaan. ts

‘D. tatanan tingkah laku yang hidup dalam masyarakat.s-y“\ Hﬁ“'v~x'a

\ L l\’*‘/

Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota
masyarakat sehingga tercapa1

. A. keadilen.

(3]

B. ketertiban, : ) "'jf' . |
C. kepastian hukum. s : RREE - . - N
D. keadilan, ketertlban dan kepast1an hukum. :

Kitab suci " menurut kategorl ‘hukum Thomas Van - Agquino
termasuk hukum : S ) :
A._lex aeterna. L o e

B. lex devina. o

C. lex naturalis.

D. ius positivum.

Untuk membiayai sekolah adiknya, X menjual sebagian
kebunnya kepada Y. X dan Y disebut

A. subjek hukum.

B. objek hukum.

C. peristiwa hukum.

D. hubungan hukum.

1 M ¥
Kenikwaten yang diperoleh pihak penyewa rumah setelah
¢ibuet perjanjian sewa menyewa rumah, disebut
L. dasear hukum.
B. slibat hukum.
C. peristiwz hukum.
D. dascr peraturan.



7.

1 J.

i1.

12.

13.

14.

[SleEe)

C

Kemudahan untuk menyesuaikan pada pemahaman . baru yang
berkembang akan dapat ditampung, bila hukum nenggunakan
A. konsep hukum.

B. standar hukum.

C. pengertian hukum.

D. dasar hukum. .

Korelasi dari hak dalam arti kekuasaan adalah

A. ketidakmampuan.

B. ketiadaasn hak.

C. kewajiban.

D. pertanggungjawaban.

Kekuasaan yang dialokasikan secara terukur, vaitu diten-
tukan keleluassan dan kedalaman, disebut

A. kewajiban.

B. hsk.

C. konsep.

D. kewaijiban, konsep dan hak.

: akum memberikan perlindungan kepada manusia

A. sejak lahir sampai meninggal.

B. selama ia cakap melakukan perbuatan hukum.

C. sebelum lahir sampai setelah meninggal dunia.
D. setelah timbulnya hak dan kewajiban. )

Sumber hukum yang bersifat hukum adalah sumber yang

A. menimbulkan hubungan hukum. o L

B. menciptakan hukum. . fo P S
C. menimbulkan akibat hukum. > '
D. memperoleh pengakuan leglslatlf.

Perkembangan ilmu hukum pada' abad ke 19 dltandal ,dengan,
runculnya gerakan v : , . -
A. kebangkitan hukum alam. : ' S

B. aliran legisme

C. aliran positivisme.:

D. idealisme Plato.

Proses konkretisasi mulai dari norma dasar dan penerapannya
terhadap situasi tertentu, oleh Hans Kelsen disebut

A. Grundnorm.

B. Initial hypothesis.

C. Stufen theory. : <

D. Paradigmatic.

Hukur yang berlaku pada ‘suatu saat dan tempat tertentu yang
antara lain mengatur mengenai: perjanjian (kontrak),:
kebendaan, ajaran tentang kesalahan, termasuk bidang

A. bukum positif.

B. teori-teori hukumn.

C. filsafat hukum.

D. konsep hukum.
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16.

17.

18.
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20.
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Menurut Aristoteles, -hukum bisa keras dan menimbulkan

ketidekedilan, hal tersebut dapat dicerminkan oleh . "

A. hukur itv berbicara dalam bahasa yang umum, sedangkan
tidak serua perkars bisa dimasukkan ke dalam pengaturan
yang bersifat umum tanpa resiko menimbulkan ketidak
adilen. ) ' .

B. hukur itu dibusat oleh manusia yang tidak terlepas dari
nafsy jehatnya. '

C. hukur itu henyaleh pencerminan kehendak dari badan
Jegislaotif. .

D. hukuz 3iu besbeda-beda antara negara, yang satu dengan
negare yeng lain.

Ketctepnan Majie
legisletif dilz
o Vﬁrvitutw .
L. Undang ke
C. P("zivr”n pemeripteh Pengganti Undang-Undang.
D. Undenpg-tndong Desar,

's Permusyawaratan Rakyat dalam bidang
asnakan dengan

Berdasarkan peraturén perundang-undangan penduduk Hindia Belanda dibagi
dalew beberapa geloncan yaitu

“ M. golongan Eropa, aclongan Bumi Putera.

B. golongan Timur Asing, golongan Eropa, golongan Arab.

C. golongan Indonesia, go]ongan Timur Asing, golongan Eropa,'go1ongan
Jepang.

.D. golongan Eropa, golongan Timur As1ng, golongan Bum1 Putera

Fung51 Peraturan Perallhan yang ada dalam setlap Undang-

Undang Dasar adalah v

A. memperlakukan peraturan-— peraturan Tata Hukum yang lama
dalam situasi Tata Hukum yang baru.. . L -

B. menyatakan tidak berlakunya lagi UUD yang lama.'

C. memberikan keleluasaan kepada Tata Hukum yang baru untuk
membuat peraturan- peraturan organik yang diperlukan.

D. menyatakan tidak berlakunya Tata Hukum yang lama.

iukum Nasional Indonesia bersifat ’

A. pengayonman, kekeluargaan, tradisional.
B. toleransi, pengayoman, emosional.

C. keke]uargaan, toleransi, tradisional.
0. pengayoman, toleransi, kekeluargaan.

Putnsan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinyas hanya
nengikat ke dslam Majelis (sesama anggota) dxsebut.

A. Ketetapan M.P.R.

B. Keputussn K.FP.E.

C. Peratvren M.P.R.

D. Kebijaksn HM.P.R.

Mepurut Ul No. 4 tahun 1978 jumlah anggota DPA adalah
A. 60 orang. :

B. ¢ oreng.

C. 45 crang Lermzcoul pimpinannya.

N, 70 srrre torrmecub pimpinannya.

(]
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Pembagian kekuasaan secara horisontal di dalam suatu negara
menyebabkan timbulnya

A. berbagai macam lembaga negara.

B. berbagai macam kekuasaan horisontal.

C. macaem-macam departemen pemerintahan.

D. macam—mecamr tipe penguasa. .

Menurui konvensi Jamaika 10 Desember 1982 =zone ekonomi
eksklusif suatu negara adalah

A. 12 mil.

B. 200 mil.

C. 200 mil deri titik terdalam.

D. tergantung kebutuhan negara yang bersangkutan.

Seorang anal keturunan suatu bangsa yang menganut é&zas ~ ius
coli dup dijlehirkan di negara lain yang menganut azas 1us
cangvinis, aban berstatus

A. apatride.

B. bhipatride.

C. nmuropatride.

' Lo Livatyide

Sistemr Ministeriil adalah suatu sistem Kabinet di mana
Hoenteri-Menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertanggung jawab kepadsa

A. Presiden.

B. DPR/Parlemen.

C. MPR. : DT

D. Presiden dan MPR. : ) R

Putusan pengadllan yang menyatakan bahwa seseorang dltaruh
di bawah pengampuan harus dlu-umkan d1 dalam-

A. Berite Negara. : ’

P. Lembaran Negara.

C. Tambahan Lembaran Negara.
D. mass medis.

Hukum DPerorangan (personenrecht) mengatur hal-hal yang
disebut di bawah ini, kecuali :

/.. wenusia sebagai subjek hukum.

V. ioia kedewasaen.

. kecakapan untuk memiliki hak-hak.

D. menempafkan seseorang di bawah pengampuan.

Hak milik stas tanah menurut UUPokok Agraria dan menurut
KUHPerdata berbeda sebagai akibat
A. diatur di dalam UU yang berbeda.

B. UUPnkol Agraria ditetapkan sesudah KUHPerdata.
. Hzh gtas Lanah renurut UUPA mempunyai fungsi sosial.

D. Ha}k atec tanah menurut KUHPerdats mempunyai fungsi
sosial. , »
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Bagian dari seorang ahli
undang disebut

A -
B.
C.
D.

legitieme portie.
inbreng.
kompensasi.
scmasi.

Pengan dikeluarkannya [$1 8]
nekse ketentuan di dalam
berlaeku adalsh mengenai

A,
pe)

Loy

C.
.

hek Eigendom.
hak erfpecht.
kek hipotik.
ha): copstal.

yang dengan berlakunya

ecelama mnsih ada.

L.
B.
c.

" D.

pasal 3 UUPA.

pasal 13 UUPA.
pasal 23 UUPA.
pasal 31 UUPA.

. Bak vlavat adalah hak dari

orecel

waris yang dilindungi oleh.undang-

Pokok Agraria No. 5 +tahun 1960,

Buku

UUPA

II

KUHPerdata yang masih

masyarakat hukum atas tanah,

masih tetap diskui adanya

Hal itu dinyatakan di dalam UUPA

Perselisihan yang timbul karena salah satu pihak. pada
perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi
isi perjanjian itu atau peraturan majikan ataupun menyalahi
Lketentuan hukum, disebut Tt o '
perselisihan kepentingan.
perselisihan perburuhan.

A.

B.
C.
D.

perselisihan hak. .

perselisihan kewajiban.

Tujuan pembayaran pajak adalah

A. guna membayar sarana parkir.

B.

c.
D.

|l

1 v

gunz membayar pengeluaran-pengeluaran umum 'sehubungén

dengan tugas negara.

guna membiayai izin-izin usaha.

guna membayar hutang-hutang negara.

Di antara orang-orang yang disebut di bawah ini terdapat
orang yang dinamakan swa-pekerja, yaitu )

A.
B.
C.
D.

dokter perusahaan.
buruh bangunan.
pengacara.

karyawan bank swasta.

>

Jurlah anggoté Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1965 adalah

A.
B.
C.
L.

11 orang.
25 orang.
15 orang.
10 oreng.



36.

37..

38.

39.
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Badan tertinggi dan badan legislatif PBB adalah

A.
B.
C.
D.

Genersal Assemrbly.
Security Council.
Economic and Social Council.

International Court Of Justice.

Hukum damai adalah

A.

B.

C.
D.

hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara
negare-negara dalam keadasan damai. -
hukum yang mengatur tentang perdamaian antara dua negara
yang sedang berperang.

hukum yang mengatur tata cara perang berakhir.

hukum yang mengatur syarat-syarat perdamaian.

Seorang duta tidak boleh diadili di negara tempat ia
bertugas den tidak boleh diganggu gugat tempat kediamannya.
KEekebalan duta yang demikian itu berasal dari

A.
B.
C.

D’

Menurut Paul Scholten untuk Vpembuaﬁan ‘konstruksi'ihhkun =
harus memenuhi tiga persyarstan, salah satu syarat -yang
harqs‘dipenuhi untuk pembuatan konstruksi itu 'ialah

A.
B.
C.
D.

sejarah hukum internasional dimase 1ampau.
perjanjian internasional antara negara-negara.
kebiasaan internasional yang berkembaﬁg'dalam praktek. .

surat kepercaiaan yang diserahkan oleh duta kepada
Kepala Negara.

kepastian.
keadilan.
keindahan.

kegunaan.
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 PLTUIJUK: UNTUE SOAL NOMOR 40 SAMPAI 51, PILIHLAH:

5. JIEA PCENYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, DAN KEDUANYA - MERUPAEAN
KUBUKGAN SEEAEB! -

R, JIEA PERNYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, TETAPI KEDUANYA BUEKAN
KEPUPAKAR HUBUNGAN SEBAB! ' .

C. JIVA PEPNYATAAN BENAR, ALASAN SALANM, ATAU JIKA PERNYATAAN
SALAW, ALASAR BEHAFR! ‘ .

b. JIKLA PEPNYATAAN DAN ALASAN KEDUANYA SALAH!

40. Henurut ajaran Aristoteles tentang hukum alam, bahwa akal
sdalah bagian dari alam. :

sebab

Menurut aliran Stoa, bahwa akal Ketuhanan yang abadi
remerinteh alam semesta. )

A1. Bahasa hukum menghindari penggunaan ragam bahasa yang
puitik.
sebab

Fenggunaan ragam bahasa yang puitik di dalam hukum "dapat
_menyebabkan timbulnya tafsir ganda.

42. Obiter dicta adalah merupakan komentar Hakim terhadap suatu
perkara dalam menentukan vonis.

sebab

Kata-kata Hakim yéng dapat ﬁenentukan ‘dalam menéntukan

keputusan Hakim disebut ratijo decidendi. o IR

43. Isteri dalam konsep'hﬁkﬁm.KitabvUndang—undang Hukuﬁ Perdata ” *
‘Indonesia terhadap -penguasaan harta bendanya bersifat -
maritale macht. L I - L : R L

o ¢ sebab AR ' T ey

Menurut. hukum nasional - sekarang ' sesuai. déngdn " asas

emansipasi, maka kedudukan wanita dan pria tentang hak

milik berlaku sama. . o

44. Tipologi hukum yang disusun atas dasar sumbu substantif,
bersifat eksternal. -

sebab

Sumbu substantif menurut Max Weber tidak menunjuk kepada
ukuran—-ukuran di luarnya. ‘

45. Henurut Teuku Moh. Radhie SH., Politik Hukum  adalah
pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum _yang
berlaku di wilayahnya, dan mengenai ke arah mana hukum,
hendalt dikembangkan. ‘

sebab

Politik Hukum berarti kebijaksanaan atau pblicy " dari
TOLPURSS.
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46. Hakim di Indonesia karena babatannya bérwenang untuk
menciptakan hukur dalar kasus ‘tertentu.

sebab

Menurut pasal 20 AB hakim yang menolak  mengadili perkara
dengan salasan Undang-undang tidak jelas atau tld&k lengksap,
dapat dituntut.

47. Berdasarkan UUD 1945, Mashkamash Agung berhak wuntuk menilai
keserasian isi dari suatu UU terhadap peraturan perundangan
yang lebih tinggi.

sebab

Menurut UUD 1945, Mzhkamshk Agung memiliki hak menguji
material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang Dasar.

48. Menurut UUD 1945, para mentéri bertanggung jawab kepada
Presiden.
sebab

Menurut UUD 1845, pars menteri sebagai ‘pembantu Presiden
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. a

49. Dalam suatu pewarisan menurut “KUHPerdata (BW), “bila
‘ golongan - pertema wmasih hidup/ada, maka ¢golongan kedua
tertutup haknya untuk mewaris. o

] _ ASébab_:v : , N , o
inka semua goldngan-ahli waris tidak Lada, maka ‘warisan
~jatuh pada negara, sesudah dikurangi dengan hutang-hutang

8i pewaris. . » ' ' :

50. Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterime pihak buruh .
dalam hal  buruh di luar kesalahannya tidak melakukan .
pekerjaan. ' ‘

sebab

Jaminan sosial bagi buruh adalah bagian dari upah yang
harus dibayarkan oleh majikan kepade buruh.

51. Traktat Bern tanggal 23 Oktober 1924 mengenai pengangkutan e

barang dan orang dengan kereta api, adalah peraturan
penunjuk di dalam Hukum Perdata Internasional.
sebab

Peraturan penunjuk di dalam Hukum - Perdata Internasional
adalah peraturan yang menunjuk hukum mnasional mana yang
akan mengatur hubungan yang mengandung unsur asing.
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FTUNJUL: UKTUE SOAL NOMOR 52 SAMPAI 60, FILIHLAN:
JIFA 1) DAR 2) BERAR! o :

JIEA 1) DAN 3) BERAR!

JIEA 2> DAN 3) BENAR! :

JitA 1), 2>, DAK 3> SEHUANYA BENAR!

-

1

st
P S Y

Uncdong-undang yang dilaksanakan oleh Pemerintah -Jajahan
Delands dehulu berisi nilai-nilai dasar :

1} kesdilan

2) kegunsean

3) kepastian hukum

52. Menurut Hart, "perintah dengsan ancaman kekerasan" di
dalar hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut
1) ditujuken kepada umum, bukan kepada individu tertentu
o3

2} runusean perintahnya bersifat umum
3) herleku terus-menerus

.4, Bebersps hkelemahan kodifikasi dari perundang-
vndsugen ialsh

i} anggapan yang berkelebihan bahwa kodifikasi itu cukup
untuk mengatasi persoalan '

2) adanya kemenduaan {ambiguity), ketiddakjelasan serta
konflik-konflik antara bagian yang kurang dipahami
secara ilmu hukum .

3) tidek lengkapnya hukum dibandingkan dengan peristiwa
yang terjadi - '

§5. Mepurut Sir Henry Maine, masyarakat yang progresif mampu» -
" mengembangkan hukum melalui . : . . :
1) fiksi , ‘
2) equity- D
3) perundang-undangan

‘56. Jaweban atas-pertanyaan yang dipikirkan oleh Emile Durkheim
tentang masyarakat menjadi satu adalah sebagai berikut
1) masalah tertib atau tatanan sqsial
2) hukunm merupakan mekanisme pengintegrasian
3) hukum merupakan pencerminan dan sekaligus indeks dari
solidaritas sosial :

57. Mepurut ilmu Administrasi Negara, "pemerintahan dalam arti
Juas”" meliputi '
1) Policy making
2} Executing
3) Controlling

58. Prof. HKusumadi Pudjosewoyo mengatakan dalam bukunya
*Pedoren Pelajaran Tata Hukum Indonesia™ siapa yang
mempelajari Tate Hukum Indonesia bermaksud ingin mengetahui
1) tindakan manakah yang melawan hukum

2) bagsimana kedudukan, kewajiban dan wewenang seseorang
nlan masyarskat i
tibur vene berlaku sekarang ini
i

-9 -
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59. Menurut KUHPerdata (BW), kekuasaan orang +tua terhadap
anaknya berhenti apabila o
1) anak telah dewasa atau telah kawin terlebih dahulu
sebelum mencapai usia dewasa o o
2) perkawinan orang tua sudah putus, anak berada di bawah
perwalian . .
3) kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim

60. Dengan dikeluafkannya UUPA No. 5/1960, maka peraturan
© perundang-undangan kolonial yang tidak berlaku 'lagi adalah
1) Agrarische Wet
2) Domein Verklaring
3) Hipotik di dalam KUHPerdata (BW)
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